WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

FERATURAN WALIKOTA TUAL

/§O OR A2 TAHUN 2016
/’-/ TENTANG
L=

TATA CARA FPINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH

WALIKOTA "TUAL,
Menimibang . A bahwa untuk melaksanakan kelenluan Pasal 30
Peraturan Pemerintah homor 27 tahun 2014 rtentang

Pengelolaan Barang WMilik Negara/Daerah, maka periu
diatur tata cara pinjam pakai barang milik dasrah;

b, bahwa barang milik daerah dapat dipinjam pakaikan
untuk  kepentingan  penyelenggaraan  pemerintah
dacrah, yang perlu dikelola secara tertio untuk
mencapal  pengelolaan Barang  Milik Daerah {BMD)
secara berdaya guna dan berhasil guna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a2 dan huruf b di atas, perfa
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Taal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan WUndang-Undang Nemor 23 Tahun 1957
tantang Pembentukan Daerah-Dasrah  Swatantra
Tingkat I dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku  (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonasia Nomor 1645},

2. Undang-Uadang Nomor 1 Tahun 2004 lenlang
Perbendaharaan Negara iLembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3 Tambpahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355];

3. Undang-Undang WKomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjgwab
Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indenesia Tahun 2004 Nomor &6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4400);

4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik  {Lembaran Nepara  Republik
Indonesia Talun 2009 Nomoer 112 |, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5S038);




10.

12.

12,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
3ipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor (6, Tambahan Lembamin Negars
Republik Indonesia Nomeor 5494

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Perafumn Perundang-Undangan (Lembaran
Megara Tahun 2011 Nomeor 82, Tampahan Lembaman
Negara Nomor o234j;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daesrah  (Lernbaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2024  Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5549}, sebagaimana
telah dittbah beberapa kall rerakhis dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahlun
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tghun 2014
tentang Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negarz Republilk
Indonesia Tehun 2015 Nemar 58, Tambahan Lembaran
Negara Repiblik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Tehun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Notnor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang  Pengelclaan Barang Milik Nepara/Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Neomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimuna twelah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomotr 38 Tahun 2008
(lembaran Negaraz Tahun 2008 Nomeor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tenilang
Disiplin  Pegawai Negeri Bipil (lLembaran Negara
Tehun 2010 Nemor 74, Tambahan lLemberan Negaro
Nomor 5:33);

Peraturan Pemerintah Nomor 2V Tahun 2014 tentang
Pengelalaan Barang Milik Negara/Dasrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesig

Nomor 553);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1967

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntugan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ‘Tgshun 2006
tentang  Pedotnan Pﬁngﬁldlaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali lerakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2] Tahun 2011;

Peraturan: Menreri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukwm Dagrab  (Berita
Negara Republk Indonesia Nomgr 2036,




14. Peraturan Menteri Dalam Negeri domor 19 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

15, Peraturan Dacrah Kota Twal Nomor 05 Tahun 2014
tenitang  Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tual Tahun 2014 Nomor 71); '

16, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor €2 Tahun 2009
tenitang Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Dacrah Kota Tual Tahun 2014  Nomor 72);

17. Peraturan Daerah WNomor 05 Tshun 2015 fentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
{APBD} Kota Tual Tahun Angparan 2016,

MEMUTUSKAN:

Menestapkan . PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PINJAM

PAKAI BARANG MILIK DAERAH

BaB 1
Bagian Ke satu
Ketentuan Umuam

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota mi vang dimaksud dengan -

1.

2,
3.
4

0

Daerah adalah Kota Tual;

Pemerintah Daerah adalah Pemeriht ah Daerah Kota Tual;

Walikota adalah Walikota Tual;

Sekretaris Daerah dan  Sckretaris DPRD adalah Sekretaris Daerah
Kota Tual dan Sekretaris DPRD Kota Tual

Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung Jjawab melakukan keoordinasi pengelolaan Barang Milik
Daerah; .

Pengguna Barang Milik Dasrah adalah pejabat pemegang kKewenangan
penggunaan Barang Milile Daerahy;

Satuan Kerja Perangkat Dacsrah vang sclanjuinya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah selaku pengeguna barang;

Barang Milik Dacrah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua
barang yang dibeli atau & peroleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah atau berasal dari perolechan lainnya vang sah;
Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak
dipergunakan sesual dengan tugas pokok dan fungsi 3KPD dalam
bentuk sewa, pinjam pakal, kerjasama pemanfaatan, banguin guna
serah, bangun serah guna dan pemanfaatan lainnya dengan tidak
menguball status kepemilikan;

Pmjam  Pakal adalah penyerahan penggunaan  barang actara
Pemerintah Pusat/Provinsi dengan Pemerintah Daerah dan antar
Pemerintah Daerah dalam jangka waktu  tertentu tanpa menerima
imbkalan dan setelah jangke wakiu  tersebut berakhir discrahkan
kemball kepada pengelola barang.
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(4)
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Bagian Kedua
Maksud dan Tuajuan

Pasal 2

Peraturan Walikota i dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi
Pengelola Barang dalam pelaksanaan pinjam pakal Barang Milik
Daerah (BMD).

Peratiiran Walikota ini bertupan untuk mengoptimalkan Barmng Milik
Dacrah (BMDY untuk dipergunakan sesuat tugas, pokeXx dan fungsi
SKPD untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dacrah,

Peminjam Pakal dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek
pinjam pakai

Bagian Ketiga
Fuang Lingkup

Pasal 3

Pengaturan Tata Cara Pinem Pakai Barang Mihk Daerah (BMD) dalam
Feraturan ini meliputi

a. pihak pelaksana pinjam pakai;

b. objek pinjam pakai;

c. Jjangka waktil pinjam pakai:

d. perubahan bentuk barang rulik daeral;

e perjanjan pinjam pakas,

t tata cara pelaksanaan pinjam paled barang milikk daersh pada
pengelola barang;dan

tata cara pelaksanaan pmpm paksi barang mililk daerah pada
pengguna barang.

it

BAB I
Pihak Pelaksans Pinjam Fakal

Pasal 4 .

Finjam Pakai Barang Mililk Daerah dilaksanakan antarag pernerintah
pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemermtahan,

Pclaksanaan Pinjam Pakal Barang Milik Daerah dilakukan oleh:
a.  penpelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
pengelola barang; dan

b. . pengguna barang, untul barang milik dacrah yang berada pada
pengguna barang,

Pelaksanaan pinjam pakar oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada  ayat (2] dilaksanaican  setelah
mendapatkan persetujuan Walikota,
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Bap [l
Objek Pinjam Pakar

Pasal 5
Objek Pinjam Pakai meliputi Barang Milik Daerah berupa tanah
danfatau banpgunan dan selain tanah danfatau bangunan yang berada
pada Pengelcla Barang/ Pengguna Barang.

Obek Pinmrm Pakai Barang Milik Dasrab berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimalksud pada ayat (1), dapat dilakukan
untuk sebggian atau keseluruhannya.

BaB IV
Jangka Waklu Pinjum Pakai

Pasal 6

Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Millk Dacrah paling lama 5 (lima)
tahun dan dapat diperpanjang 1 [satu) kal.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayet {1] dilslaakan dengan
perimbarngan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1).
Apabila jangka waktu pinjam pakal akan diperpanjang, permchonan
petpanjangan jangka waktu pinjam pakai  disampaikan kepada
pengelola barang/pengguna barang palng lambat 2 (dua) bulan
sebelum jangka walttu pinjam pakei berakhir.

Dalam hal permeohonan  perpanjangan jangka wakiu pinjam pakat
disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang melewats
batas waktu sebagaim:ina dimaksud pada ayat (3), proses. piyjam pakai
dilalkukan dengan mengilcuti tata cara permohonan pmnjam pakar baru.

BABV
Perubahan Bentuk Barang Mililk Daerah

Pasal 7

Selama r ngka walitu pinjam pakal, pemimam pakai dapat mengubah

bentuk Barang Milik Daerah, sepanjang tidak mengakibatkan

perubahan fungsi dan/ataw penurunan nilal barang milik daerah.

FPerubahan bentuk Barang Milik Daerab sebagamana dimabksud pada

ayat (1) antara lain: ' .

a tanpa disertai dengan perubehan bentuk dan/atau  konstruks
dasar baranp milik daerah; atau

b. disertai detigan perubahan bentuk danfatau konstruksi dasar
barang milik daerah. .

Usulan perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat {2}, dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan

bentuk oleh peminjam paltai kepada:

a  Wallkota, untuk Barang Milik Dacrah yang berada pada pengelola
barang, dan

b. pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada
pengguna b&rang.
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Perubahan bentuk barapg milik daerah sébagaimana dimalsud pada
avat (2] huruf b, dilakukan setelah mendapat persctujuan
Walikota Tual. :

BABVI
Perjanpan Pinjam Pakai

Pasal 8

Pelaksanaan Pinjam Pakal difuangkan dalam perjanjan  serta

dilandatangani oleh:

a. peminjarm paken dan walikota tual, untuk barang milik daerah yang
berads pada pengelola barang; dan

h. peminjam pakai dan pengelola barang, untuk barang rmilik daerah
vang berada pada pengguna barang.

Perlanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat!

para plhak yang terikat dalam perjanjan;

dasar peorjanjan;

identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;

jenis, luas atau jumlab barang vyang dipinjamkan, dan jangka

waki

tanggung jawab peminjamn atas biaya operasional dan pemgliharaan

selama jangka waktu peminjaman;

. hak dan kewajiban para pihak; dan

E. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada pengguna

barang,

o p pop

o

BAB Vil
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai

Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 9

Calon Peminjam Pakan meéengajukan permeohonan pimjam pakel kepada

Pengelola Barang

Pengelola Barang melakukan penelisan atas permohonan pinjam pakal

sebagaimana dimaksud pada ayat ({1).

Penelitian atas permchonan pinjam pakal sebagaimana dimaksud pada

avat () meliputi;

a. kepastian behun digunakan ataw udak adanya penpgunaan barang
milik daerah, ..

b, tijuan penggunaan objek pinjam pakai; dan

¢. jangka wakilu pinjam pakai

Hasil penelitian sebagaimana dimaksuid pada ayat (3) merupaican dasar

pertimbangan Walikota dalam membenkan persetujuany penolakan

atas permotionan pinjam palkss.
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Pasal 10

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 158
ayat (3), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan
pinjam pakai kepada Walikota.

Fermohonan persetujuan pinjam pakai paling sedikit mernuaat:
pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;

identitas peminjam pakai;

tjuan penggunaan objek pinjam pakai;

rincian data objk pinjam pakai yang dibutuhkan: dan

jangka waktu pinjam pakaj,

Apabila objek pinjam pakal berupa tanah dan/atau bangunan atau
sebagian tamah dan/atau bangunan, rincian data obiek pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} bhuruf d termasuk luas dan
lokasl tarnah dan/atau bangunan.

Apabila objek pinjam pakai berupa seclaimn tanah dan/atau banguman,
rincian data objek pinjam pakai scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurafd, termasuk nema dan jumilah barang milik daerah.

oaD o

Pasal 11

Pemberian  persetujuan/penclakan  oleh  Waliknta  Tual  atas

permohonan pinjam pakar dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. barang milik daerah yang dimohon dalam kondis! belum atav tidak
sedang digunalan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang: dan

b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan wntuk
menunjang  pelaksanaan  penyelengparaan pemerintah  pusat
/pemerintahan daerah lainnya.

Apabila Walikota Tual menyetujui permohonan pinjam pakal, Walikota
menerbitkan surat persefujvan pinjam pakai.

Surat persetujuan Walikota scbagaimana dimaksud pada ayat (2],
paling sedikit memuat:

& dentitas peminjam pakai;

b, data objek pinjren pakai;

c. Jangka waktu pinjem pakai dan

d. kewajiban peminjam palai.

Apabila  Walikota tidak menyetujui  permohonan pinjam  palal,
Walikota Tual menerbitkan surat penolakan pinjam pakaj kepada calon

perminjam pakal dengan disertai alasan yang sesual dengan ketentuan,
vang berlaku.

Pasal 12

Pelaksanaian pinjam pakai barang milik daerah dituangkan dalam
perjanflan pinjam pakai yang ditandatangani oleh Walikota Tual dan
Peminjam pakaj,

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayal (I} ditindaklanjuti dengan
penyerahan ohjk pinjam pakai dari Pengelola Barang kepads
peminjam pakai  yang dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima (BASTL
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Pasal 13

Selarmna jangka waktu pinjm pakai, peminjam pakai wanb memelhara
dan mengamankan obgk pinjam pakai dengan biaya vang dibebankan
pada Peminjam pakai.

Sehelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, pemninjam pakal harus
memberitahukan kepada Penpgelola Barang akan mengakhirl atau
memper panjang pinjam pakai.

Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakal
mengajukan permolionan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai
kepada Pengelola Barang.

Pengelola Barang menyampailkan pengajian permchonan persetijuan
perpanjangan pinjam pakal kepada Walikota Tual

Pengajuan perpanjangan permchonan  persetujuan  pinjam  pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dilampiri dengan:

2 surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Walikota Tual;

b, surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakail

masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintah pusat/ pemerintahan daerah lamnnya; dan

¢ surat pernyataan dari Pengelola Barang bahwa pelaksanaan pinjam
pakai tidak mengganggu pelalsanaan tugas dan  fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 14

Dalamn hal peminjam pakai aken mengakhinl pinjam pakal sebelum
masa pinjam pakai berakhir, peminjm pakai harus memberitahukan
kepada pengelola bareng.

Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara  Serah
Terima (BAST).

Pengelola Barang melaporkan Berta Acara Serah Teruna  (BAST)
sebagaimena dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.

BAB V
Tata Cara Pslaksanaan Pinjam Pakai
Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 15

Calon peminjam pakal mengagukan permohonan pinjun pakai Xepada
Pengguna Barang. '
Pengguna Barang mengajukan permohconan persetujuan pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota Tual melalui
Pengelola Barang berdasarkan permohonan dan calon pemimgam pabai
dengan melampirkan:

a.  surat permohonan pirjam paksi darl calon pemninjam pakai;

b, sural pemnyataan darl Penggune Barang  bahwa pelaksanaan
pinjam pakai tidak menggangpu pelaksanaan tugas dan angsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

c. data objek pinjam pakal, antara lain karlu identilas barang, untuk
barang milik daerah yang memiliki kartu identitas barang.
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Permohonan persemjuan  pinjam  pakal  dari pengguna barang

sekurang-kurangnya memuat:

a pertimbangan vang mendasari permohonan pinjam pakaj,

b. identitas peminjam palkat

. tujuan penggunasn objek pinjam paki

d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas
dan lokasi tanah danjfatau bangunan; din

& Janpka waktu pmjorn pakai. '

Pasal 1&

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan
pinjarn pakai dan pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasa] 164 ayat (2).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. kepastian belum digunskan atau tidak adanya penggunaan barang
millk daeral;

. juan penggunaan objek pinjam pakai; dan

¢ Jjangka waktu pinjam pakai.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
Wealikota  sebagai dasar pertimbangan  perselujuan/ penclakan
permohonarn perserujuan pinjam pakai oleh Wali kofa Tual

Pasal 17

Pemberian persetujuan/penolakan oleh Walikota atas permchﬁnan
pinjam palkai dilakukan dengan mempertimbangkarn:

a barang milik daerah yang dimehon dalam kondisi belum atau tidak
digunakan untuk tugas dan flungsi pemerintah daerab;

b. barang milk daerah yang dimohon akan digunakan untuk
mentnjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah
pusat/pemerintahan. daerah lainnya: dan

¢ jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak
ditandatanganinya peganjian pinjam pakai.

Dalamn  hal Walkota menyetujui  permohonan  pinjem  pakad

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat {2), Walikota

menerbitkan  surat persetujuan pinjam pakal vang sckurang-
kurangnya memuat:

a identitas peminjam pakai:

k. data barang milik daerah objek pinjam pakai;

€. janghka waktu pinjam pakar dan

d. kewajiban pemmjam pakai

Dalam hal Waliketa tidak menyetujul permohonan pinjam pakai
scbagaimana dimaksud dalam Pasa 164 ayat (2), Walkota melaliyd
Pengelola Barang memberitabukan kepada Pengguna Barang disertad
alasannya,
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Pasal 15

Pelaksanaan pinjamn pakai barang milik daerah yang berada pada
pengguna barang dituangkan dalam petianjian pinjam pakai antars
pengelola barang dengan perninjam pakal.

Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditindaklanpati dengan penyerahan objek pinjam pakar dan pengguna
btarzang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima (BAST).

Selama jangka wakiu pinjam pakal peminjam pakai wajb memelibarg
dan mengamankan cbjek pinjam pakal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai

Schelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus
memberitahukan kepada pengguna barang akan mcngakhm atau
memperpanjang pingm pa.ka.

Dalam  hal pinjem paka.: ekan diperpanjang, peminjam pakal
menga fukan permochonan perpanjangsn jangka waltu pinjam pakad
kepada Pengguna Barang.

Pengguna Barang menyumpaikan pengajuan permchonan persetujuan
perpanjangan pingm pakai kepada Wallkota melalui pengelsla barang,

Pengajuan permohonan persstujuan perpanjangan  pinjam  pakai

sebagaimeana dimaksud pada ayat & dilampiri dengan:

a surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Walikota;

b. surat pemnyatagn dari peminjam pakal bahwa objek pinjam pakaf
masih digunakan untuk menunjeng pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintah pusat/ pemerintahan daerah lainnys; dan

¢ surat pernyataan darl pengguna barang bahwa pelaksanaan pinjam
pakai tidak menggangan pelaksanasn tugas dan  [urgs
penvelenggdaraan pemerintahan daerah, dalarn hal pinjam pekai
dilaksanakan oleh Penggina Barang,

Pasal 19

Dalam tal peminjam pakal akan mcngakhinn pinjamn pakai sebelum
masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan
kepada pengguna barang,

Peminjam pakal dalamm mengakhiri pinjam pakai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dituangkan dalam Berita Acars Serah
Terima (BAST).

Pengguna barang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST)
sebagaimana dimeksud pada ayat (2) kepada Walikota Tual melalui
Pengelola Barang.
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BAE VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Perjanjian pinjam pakai Barang Milik Daerah (BMD) yang masih berlaku
sehelum  ditetapkannya  Peraturan Wahkota ini, dinyatakan masih (etap
berlaku sampai jangka walktu pinjam pakai berakhir.

= BAB VI
KETENTUAN PEXUTUP

Fasal 21

Peraturan Waliketa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar supaya setiap orang mengestahujnya memerintabkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dagrah -

Kota Tual.
' Ditetapkan di Tusl

s

ﬂ@&%ﬂmﬂ I Juli 2016

Diundangkan d Tual
Pada Tanma.l-ﬂ dull 2016
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